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Belakangan nalar ke-
adilan publik disegarkan
oleh dua putusan mo-
numental Mahkamah
Agung (MA) vang
membongkar kekakuan
teks hukum formal.

utusan pertama adalah dikabul-
kannya gugatan HM Subhan se-
cara keseluruhan oleh MA (per-
kara nomor 742 K/TUN/2026) yang
membatalkan surat keterangan (suket)
penyetaraan dari Kementerian Pendi-
dikan Dasar dan Menengah yang di
pubhkmnmdmonxscbn@pem-
suket px SMA Wakil
Preslden Gibran Raknlmmmg Raka.
Putusan kedua adalah penolakan MA
atas kasasi penuntut umum (perkara
nomor 12126 K/Pid.Sus/2026) yang me-
vrijspraak)

Salim, dan Syahdan Husein—dari jerat
pidana UU ITE dan KUHP.

Di tengah apatisme terhadap institusi
peradilan yang kerap dituding sebagai
pabrik vonis mekanis, dua putusan MA

ini jadi oase. Ked: i-
kan bahwa hukum positif, jilm dipahami
secara jernih, bulmnlah belcngu yang

ikan ruang k
kan instrumen yang menuntut kebe-
ranian moral dari hakim dan daya kritis
dari warga negara.

Duap di atas bisa jadi titik
tolak meluruskan salah hpnh selama
ml yang menuduh posltmsme hukum

¢ hitam kepatuhan buta
pada hukum pocmf tanpa empati pada
moralitas dan kemanusiaan. Mengxden
tikkan positivi hukum d: for-
mahsme legal yang kaku adalah ke-
keliruan smxologn dan teorehs akut.

Malahsi p HLA
Hart, tokoh | positivisme + hukum kontem-
porer, kita diajak untuk melihat bahwa
aturan tertulis bukanlah harga mati yang

W] ruang

kan sebuah instrumen yang menuntut
keberanian moral, baik dari hakim mau-
pun warga negara.
Menjaga demokrasi

Kekeliruan pertama yang jamak ter-
jadi di Indonesia adalah menyamakan
positivisme hukum dengan formalisme
legal, sebuah @yn mengadili yang meng-
asumsikan bahwa undang-undang me-
nyediakan jawaban tunggal dan mekanis
bagi setiap persoalan. Pemikir positivis-
me hukum kontemporer seperti Hart
dalam karya utamanya, The Concept of
Law (1961), mengingatkan bahwa un-
dang-undang dan aturan-aturan hukum
lain memiliki keterbatasan alamiah yang
disebutnya sebagai "tekstur terbuka hu-
kum” (open texture of law) (Hart, 1997,
124-127). Hart mengakui bahwa un-
dang-undang memiliki keterbatasan ba-
hasa sehingga, dalam perkara-perkara
sulit (hard cases), hakim memiliki dis-
kresi yudisial untuk membuat pilihan
moral. Hal ini berarti positivisme hukum
tidak sama dengan formalisme.

Pembuat UU bukanlah perancang ke-
buakan yang bisa meramal masa depan

purna. Ketika teks

hukum berhadapan dengan tapal batas
atau wilayah abu-abu realitas kema-
nusiaan yang tidak sepenuhnya bisa di-
tampung dalam teks itu, Hart secara
gamblang mengakui perlunya diskresi
yudlsml. Hakim udnk pernah dlkutuk

UU yang
pem mesin Al pengehk vonis hukum.
Oleh karena itu, ketika sebuah pu-

tusan hukum mencederai keadilan sub-
stantif seperti dalam kasus-kasus hukum
yang "tajam ke bawah”, kegagalan itu
terletak pada kemalasan intelektual para
hakim yang berlindung di balik for-
malisme teks, bukan pada mazhab po-
sitivisme hukum itu sendiri. Hart me-
nengarai, banyak putusan MA di Ameri-
Im Serikat abad ke~l9 yang dicap para

formalistis itu

yang paling radikal, yakni mengenai ke-
unggulan moral (moral advantages) dok-
trin pemisahan hukum dan moralitas itu
sendiri. Penganut teori hukum kodrat
sering kali menawarkan kenyamanan
moral semu, seolah jika suatu aturan
dilabeli "bukan hukum”, problem ke-

Membebaskan peradilan kita dari be-
lenggu formalisme legal menuntut
perombakan radikal dalam cara men-
didikparaahlihukumkih.l)mpumnn
minggu ini—finalitas pembebasan Del-
pedro dkk dan pembatalan mhet pe-

patuhan selesai. Bagi Hart, mencampur-
miukhn keduanya justru sangat ber-
bisa berikan "cek

sebenzmyamempakanptlﬂ\ansahrpa-
ra hakim agung untuk memutuskan per-
kara sulit berdasarkan tujuan sosial kon-
servatif

Putusan bebas Delpedro dkk adalah
manifestasi empiris dari kelenturan dis-
kresi ini Allh alih memﬂmukum knu.k
sosial berita-
huan bohong” atau pcngjmtnn se-
cara tekstual, hakim berani menguji teks
itu dcngm konteks perlindungan hak
asasi mnnnsm. Pengadxlnn secara progre-
sif m tidak
boleh dlpakm untuk membatasi ruang
berpikir atau kebebasan berekspresi di
negara demokratis. Kegagalan membe-
dakan kritik dengan niat jahat bukanlah
kelemahan UU semata, melainkan buah
kemalasan intelektual aparat hukum
yang membaca teks secara kaku. Putus-
an ini membuktikan, penegak hukum
positivis tidak otomatis menjadi mesin
Al pencetak vonis kaku. Mercka me-
miliki kelenturan nalar untuk menafsir
teks demi keadilan substantif.

Keberanian warga menggugat
Lebih jauh, salah paham sosiologis ini
sering kali membuat publik menaruh
harapan berlebih pada teori hukum kod-
rat (the natural law) yang mengagung-
kan relasi mutlak antara hukum dan
moralitas. Doktrin klasik teori hukum
kodrat kan bahwa "hukum yang
tidak adil bukanlah hukum” (lex iniusta
non est lex) sepem yang dikatakan Agus-
tinus. Doktrin ini nelnlas (erdenmlr he-

knson(' bagi kultus kepatuhan buta war-
ga negara terhadap penguasa atas nama
legalitas formal.

Pemisahan konseptual ala Hart tidak
sedang menjauhkan moral dari hukum,
tetapi sedang mempersenjatai nurani
kita untuk menuntut tanggung jawab
moral personal yang jauh lebih tinggi.
Seseorang d:pakm untuk menghadapi
ddema secara jujur dnn berani me-

: "Kami i pasal ini ada-
lah hukum yang sah secara formal di
negara ini, namun ia terlalu buruk dan
zalim untuk dipatuhi!” Dengan begitu,
legalitas suatu aturan tidak pernah oto-
matis menggugurkan hak moral warga
negara untuk mengujinya secara radikal
di L

ruang

Dibatalkannya suket penyetaraan oleh
MA bermula dari keberanian seorang
warga negara (HM Subhan) yang secara
kritis menggugat produk tata usaha ne-
gara tersebut hingga tingkat kasasi. Pe-
misahan konseptual antara hukum dan
moralitas ala Hart mengajarkan satu
keunggulan moral yang radikal. Kita
boleh mengakui sebuah surat atau ke-
putusan sah dikeluarkan oleh institusi
negara, tetapi kita menolak memberikan
"cek kosong” berupa kepatuhan buta.
Pemisahan ini membangkitkan otonomi
warga untuk secara lantang berkata:
"Kami mengakui produk ini dikeluarkan
oleh otoritas yang sah, isinya

ral di dalam ruang hukum ponnf itu
nyata dan sanggup meruntuhkan oto-
ritarianisme teks. Ketika MA telah
memulai langkah berani mendidik para
hakimnya untuk tidak lagi muuadn robot
ug, nya kini terpulang pada
fakultas hukum kita, slapkah mereka
menyusul langkah ini untuk mulai
melahirkan ahli hukum yang bernu-
rani?

Membebaskan peradilan kita dari be-
lenggu formalisme legal bukanlah de-
ngan meruntuhkan sistem hukum ter-
tulis, melainkan dengan mendudukkan
esensi penalaran hukum secara jujur.
Ketika aturan hukum mulai kehilangan
kemanusiaannya, di sanalah positivisme
hukum kontemporer ala Hart berdiri

bagai jangkar rasionalitas. la i-
kan tatanan bernegara tetap tertib se-
cara formal demi menghindari kese-
wenang-wenangan. Di saat yang sama, ia
menuntut hakim untuk berani meng-
gunakan diskresi moralnya di ruang si-
dang berdasarkan tekstur hukum yang
terbuka, dan memanggil warga
untuk terus mengaktifkan hak lmnknyn
di ruang sosial dan politik berdasarkan
pemisahan konseptual yang jernih.

Hukum yang hidup dan berkeadilan
tidak akan lahir dari mesin Al penegak
teks, tetapi dari kejernihan nalar yang
berani menguji setiap lembar hukum
positif di atas timbangan moralitas yang
inklusif.

Ketika warga negara (terutama para

hasi dan kaum mudanya) tidak

cacat secara substantif dan harus diuji!”
Dognm pendidikan hukum

roik, tetapi i n-
septual yang fatal saat berlmdapan de-
ngan realitas politik, terutama di bawah
cengkeraman rezim yang korup atau
otoriter. Di sinilah letak perbedaan me-
todologis mendasar: teori hukum kodrat
terjebak dalam apa yang disebut Hart
sebagai konsep hukum yang sempit (@
narrower concept of law).

Dengan membatasi definisi hukum
hanya pada aturan yang lulus uji mo-
ralitas, penganut teori hukum kodrat
secara naif menutup mata dari realitas
empiris. Menolak melabeli aturan rezim
yang jahat atau pasal undang-undang
yang korup sebagai "hukum” sama sekali
tidak menghapuskan fakta bahwa aturan
tersebut memiliki aparat, penjara, dan
daya paksa yang nyata di lapangan. Hart
mengatakan, "orang yang jahat akan
menciptakan hukum jahat yang dilak-
sanakan oleh aparat resminya” (Hart,
1997, 210). Singkatnya, penyalahgunaan
hukum instrumen kekuasaan
rezim yang jahat adalah perilaku yang
jamak dalam sejarah manusia.

Sebaliknya, Hart menawarkan posisi
yang jauh lebih realistis, canggih dan
bernuansa melalui konsep hukum yang
luas (a wider concept of law). Positivisme
hukum Hart menolak melarikan diri
dari kenyataan pahit. Pendekatan ini
menuntut kita untuk mengakui secara
jujur bahwa sebuah aturan, seburuk apa
pun kualitas moralnya, tetaplah valid
secara hukum (legally valid) jika dilahir-
kan oleh otoritas yang sah melalui pro-
sedur yang berlaku di sistem tersebut.
Namun, kecanggihan konsep luas ini
terletak pada pemisahan tegas antara
pertanyaan apakah aturan ini vnhd se-

jika kebx dis-
krend.lnhakun(sepemdahmkasm
Delped -dkk)f!an‘ b ian kritis dari

stantif semacam ini masih terasa sebagai
barang langka di republik ini?

Akar persoalannya terletak pada re-
alitas muram di dalam tembok fakultas
hukum kita. Pengajaran di banyak in-
stitusi pendidikan tinggi hukum saat ini
masih terbelenggu oleh pendekatan
dogmatika hukum yang linier. Maha-
siswa sejak dini dilatih sekadar menjadi
"teknisi pasal”; mereka dicekoki silo-
gisme kaku untuk mencocokkan premis
mayor (teks hukum) dengan premis mi-

nor (fakta dalam persidangan) tanpa
dibekali pisau analisis filosofis untuk
menguji bobot moral teks tersebut. Pen-
didikan etika sering kali hanya berupa
hafalan normatif, bukan landasan nalar
kritis yang membebaskan. Akibatnya,

perguruan tinggi kita terus merepro-
duksi sarjana hukum yang miskin em-
pati saat berhadapan dengan moralitas
publik.

Namun, secercah harapan yang meng-
gembirakan justru mulai merekah di
lembaga peradilan tertinggi kita. Sadar
akan bahaya laten formalisme ini, MA

I str
Badan chuaknn dan Pendidik-
an dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
(BSDK MA). Beberapa tahun terakhir ini
BSDK MA secara progresif mendidik
calon hakim dan hakim senior dengan
materi-materi hukum yang tidak for-
malistis. Materi sepeni filsafat hukum,
hak asasi manusia dan hukum, teori
knus hukum, dan filsafat hukum ling-

cara hukum dan pertany
aturan ini secara moral harus dnpatuhl
(Hart, 1997, 210).

Di sinilah kita sampai pada tesis Hart

hidup diberikan dalam kursus
bagi hakim guna membongkar cara ber-
pikir kaku dan menanamkan keberanian
diskresi moral di ruang sidang.

hgl pcmyaba!mcahangebekunfdan

menjadi cabang yudikanfynng cadas.
cerdas, dan berintegritas sesuai dengan
moto BSDK MA.



